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KATA PENGANTAR 

 
Buku Keamanan Maritim Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah karya 

strategis yang mengupas tuntas pentingnya keamanan laut sebagai fondasi 

utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Buku ini hadir 

sebagai refleksi sekaligus panduan kebijakan dalam menjawab berbagai 

tantangan geopolitik, ancaman tradisional dan non-tradisional, serta 

dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. 

Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami urgensi kekuatan 

maritim nasional yang terintegrasi melalui pendekatan multidimensional: 

pertahanan laut, diplomasi maritim, kerja sama internasional, sinergi antar-

lembaga, serta transformasi digital dalam pengelolaan wilayah laut Indonesia. 

Dengan landasan akademik yang kuat dan referensi aktual, buku ini 

ditujukan tidak hanya bagi kalangan pembuat kebijakan, akademisi, dan 

praktisi kemaritiman, tetapi juga generasi muda yang memiliki semangat 

membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

Sebagai bagian dari upaya menyongsong satu abad kemerdekaan, 

Keamanan Maritim Indonesia Emas 2045 menyajikan peta jalan strategis 

untuk menciptakan lautan yang aman, berdaulat, dan berdaya saing global. 
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BAB 1 

VISI INDONESIA EMAS  

DAN URGENSI KEAMANAN MARITIM 

 
A. PENGANTAR INDONESIA EMAS 2025 

1. Latar Belakang Visi Indonesia Emas 2045 

Visi Indonesia Emas 2045 merupakan proyeksi strategis yang dicanangkan 

oleh Pemerintah Indonesia untuk menyongsong satu abad kemerdekaan 

Republik Indonesia. Visi ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara 

berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045. Dalam rangka 

mewujudkan visi tersebut, pemerintah telah menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang mencakup 

empat pilar utama: (1) pembangunan manusia serta penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; (2) pembangunan ekonomi berkelanjutan; (3) 

pemerataan pembangunan; dan (4) ketahanan nasional serta tata kelola 

pemerintahan. 

Visi ini juga menekankan pentingnya Indonesia menjadi negara dengan 

kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di dunia internasional, serta memiliki 

daya saing yang tinggi dalam berbagai sektor, termasuk maritim. 

 

2. Peran Strategis Sektor Maritim dalam Visi Indonesia Emas 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 

17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 km. Laut menjadi elemen 

vital dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Sektor maritim 

berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 

melalui perikanan, transportasi laut, pariwisata bahari, serta sumber daya 

energi dan mineral bawah laut. Oleh karena itu, penguatan sektor maritim 

menjadi kunci dalam mencapai tujuan Visi Indonesia Emas 2045. 

 

 

 



 

 

BAB 2 

DINAMIKA ANCAMAN  

KEAMANAN MARITIM 

 
A. ANCAMAN TRADISIONAL: INVASI, PELANGGARAN WILAYAH, DAN 

KONFLIK LAUT 

1. Pendahuluan 

a. Laut merupakan ruang strategis dalam percaturan politik dan 

ekonomi global. Dalam konteks Indonesia, dengan statusnya sebagai 

negara kepulauan terbesar di dunia, keamanan maritim merupakan 

pilar utama dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional (Hasjim 

Djalal, 1996). 

b. Ancaman tradisional terhadap keamanan maritim, seperti invasi, 

pelanggaran wilayah, dan konflik laut, masih menjadi tantangan 

aktual. Meskipun dunia saat ini semakin mengedepankan kerja sama, 

potensi konflik antarnegara di laut masih tinggi, terutama terkait 

perebutan wilayah perairan yang kaya akan sumber daya alam 

maupun posisi strategis. 

c. Untuk memahami dinamika ini, perlu dibedah bentuk, latar belakang, 

serta implikasi dari ancaman-ancaman tersebut, khususnya dalam 

konteks Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik 

serta jalur strategis Selat Malaka. 

 

2. Ancaman Invasi Maritim 

a. Pengertian Invasi Maritim 

1) Invasi maritim merupakan tindakan militer dari satu negara yang 

menggunakan kekuatan laut untuk menguasai wilayah negara lain, 

baik melalui pendudukan pantai, pulau, atau penguasaan titik 

strategis laut (Till, 2013). 

2) Meskipun ancaman invasi langsung semakin kecil sejak Perang 

Dunia II, potensi ini tetap relevan dalam konteks rivalitas 

kekuatan besar di Indo-Pasifik (Kaplan, 2010). 



 

 

BAB 3 

STRATEGI KEAMANAN MARITIM NASIONAL 

 
A. DOKTRIN DAN KEBIJAKAN KEAMANAN LAUT INDONESIA 

1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang dan Konteks Strategis 

Keamanan maritim telah menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan 

pertahanan dan pembangunan nasional Indonesia. Sebagai negara kepulauan 

dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, 

Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya alam, ekonomi, serta 

jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra 

Pasifik. Namun, posisi geografis ini juga membawa tantangan besar berupa 

berbagai bentuk ancaman, baik tradisional maupun non-tradisional. Oleh 

karena itu, penyusunan doktrin dan kebijakan keamanan laut merupakan 

fondasi strategis untuk menjaga kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, 

dan mewujudkan visi Indonesia sebagai kekuatan maritim di kancah global 

(Bueger, 2015; Hasjim Djalal, 2016). 

 

b. Definisi dan Ruang Lingkup Doktrin dan Kebijakan 

Doktrin keamanan laut merupakan kumpulan prinsip, orientasi, dan 

asumsi strategis yang memandu perumusan, implementasi, dan evaluasi 

kebijakan pertahanan serta pengelolaan wilayah maritim. Kebijakan 

keamanan laut mencakup aturan, regulasi, dan program-program strategis 

yang dirancang untuk mempertahankan integritas dan kedaulatan perairan 

Nasional. Keduanya saling terkait dan menjadi acuan dalam penyusunan 

strategi keamanan maritim nasional yang adaptif terhadap dinamika ancaman 

dan perkembangan teknologi (Kementerian Pertahanan, 2022; TNI AL, 2021). 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB 4 

DIPLOMASI MARITIM  

DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL 

 
A. DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DI FORUM REGIONAL DAN 

GLOBAL 

1. Pendahuluan 

Diplomasi maritim merupakan bagian penting dari strategi keamanan dan 

politik luar negeri suatu negara, khususnya bagi Indonesia yang merupakan 

negara kepulauan terbesar di dunia. Diplomasi maritim tidak hanya berfokus 

pada aspek keamanan dan pertahanan, tetapi juga mencakup pengelolaan 

sumber daya laut, perlindungan lingkungan maritim, serta pengembangan 

kerja sama internasional. 

Indonesia, dengan posisi strategis di jalur pelayaran internasional dan 

kekayaan sumber daya laut yang melimpah, menjadikan diplomasi maritim 

sebagai instrumen utama untuk menjaga kedaulatan dan mendorong 

pembangunan Nasional. Dalam konteks ini, Indonesia aktif berpartisipasi dan 

memimpin berbagai forum regional dan global yang membahas isu-isu 

maritim. 

 

2. Konsep dan Fungsi Diplomasi Maritim 

a. Pengertian Diplomasi Maritim 

Diplomasi maritim adalah upaya suatu negara untuk mencapai tujuan 

nasionalnya melalui interaksi dan negosiasi dengan negara lain serta 

organisasi internasional dalam bidang keamanan laut, pengelolaan 

sumber daya kelautan, serta perlindungan lingkungan maritim (Tallis 

& Taylor, 2020). 

b. Fungsi Diplomasi Maritim 

• Menjaga kedaulatan wilayah laut dan zona ekonomi eksklusif 

(ZEE) 

• Mengelola konflik dan sengketa maritim secara damai 

• Meningkatkan kerja sama keamanan maritim 



 

 

BAB 5 

PETA JALAN KEAMANAN  

MARITIM MENUJU INDONESIA EMAS 

 
A. GRAND STRATEGY KEAMANAN MARITIM 2025 

1. Pendahuluan: Arti Strategis Grand Strategy Keamanan Maritim 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 

17.000 pulau dan wilayah laut yang mencakup dua pertiga dari total luasnya, 

memiliki posisi geostrategis yang luar biasa penting dalam lalu lintas maritim 

global. Dalam konteks Visi Indonesia Emas 2045, keamanan maritim bukan 

sekadar tanggung jawab militer atau penegak hukum, melainkan bagian 

integral dari strategi nasional menuju kedaulatan, kesejahteraan, dan 

kemajuan bangsa (Djalal, 2020). Oleh karena itu, Grand Strategy Keamanan 

Maritim 2025 merupakan peta jalan strategis jangka menengah yang 

memetakan upaya komprehensif Indonesia dalam menciptakan laut yang 

aman, berdaulat, dan produktif. 

Strategi ini didorong oleh tiga imperatif utama: pertama, meningkatnya 

dinamika ancaman tradisional dan non-tradisional di kawasan maritim 

Indonesia; kedua, ketertinggalan dalam infrastruktur pengawasan dan 

keamanan laut; dan ketiga, pentingnya integrasi lintas sektor dan aktor untuk 

menciptakan keamanan laut yang berkelanjutan. Dalam skema pembangunan 

nasional, keamanan maritim menjadi fondasi bagi industrialisasi berbasis 

kelautan, pembangunan tol laut, serta pertahanan dan diplomasi strategis 

kawasan Indo-Pasifik (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan 

Investasi [Kemenkomarves], 2021). 

 

2. Visi dan Misi Strategis Keamanan Maritim 2025 

a. Visi Strategis 

Visi strategis keamanan maritim Indonesia 2025 adalah: <Terwujudnya 
laut Indonesia yang aman, berdaulat, dan berdaya saing global sebagai tulang 

punggung Indonesia Emas 2045.= 
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